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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan
Pemerintahan Nagari dalam Pembinaan Masyarakat Melalui Lembaga
Kemasyarakatan Nagari di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar. Wali
Nagari merupakan Kepala Pemerintahan yang tertinggi di Nagari Simpuruik
Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari memiliki tugas dan wewenangan sebagai
memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengajukan rancangan peraturan,
menetapkan peraturan, dan membina kehidupan masyarakat. Metode penelitian
ini, menggunakan deskriptif kualitatif, dalam menentukan informan menggunakan
teknik pengambilan sampel, pengujian keabsahan data menggunakan teknik
triangulasi, dan teknik pengumpulan data digunakan wawancara, studi
dokumentasi dan diskusi kelompok. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa
efektivitas kewenangan Pemerintah Nagari Simpuruik cukup efektif karena tugas

dan fungsinya berjalan dengan baik.

Kata Kunci: efektiviitas, pelaksanaan, Pemerintah Nagari
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-
politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial
Belanda, nagari-nagari yang telah ada tetap diakui dan diberi dasar hukum formal
(Sjahmunir 2006). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7
Tahun 2018, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki
batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan
masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara, syara basandi
kitabulluah dan atau berdasarkan asal-usul adat Minangkabau yang diakui dan
dihormati. Sedangkan pemerintahan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di
wilayah provinsi Sumatera Barat, yang berada di dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai dasar pengakuan kembali
Nilai-nilai lokal (Indigenous Values) di tingkat desa, setelah hampir 32 tahun
mengalami penyeragaman berdasar UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan
Daerah. Penyeragaman tersebut membuat Nagari di Sumatera Barat pada Tahun
1983, yang awalnya berjumlah 453 Nagari dijadikan struktur desa menjadi 3516
desa dan selanjutnya dikurangi menjadi 1700-an desa. Akhirnya jumlah Nagari
jadi desa tidak diketahui jumlahnya secara pasti karena adanya perubahan Nagari

jadi desa hanya untuk mendapatkan dana bantuan desa (Bandes). Namun, tidak
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semua kabupatan dan kota di provinsi Sumatera Barat menjadikan desa menjadi
Nagari seperti kabupaten Mentawai misalnya pemerintahan terendah tetap
menggunakan istilah desa. Pada hal berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU
No. 32 tahun 2004 sebagai persemaian kembali ke desa adat dan awal dasar
Pemerintahan Desa adat dikelola dengan mengadopsi Nilai-nilai lokal (Indigenous
Values). Untuk Sumatera Barat kembali Nagari, diawali dengan diterbitkan Perda
Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan No. 2 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari (Hasbullah Malau,2020).

Kepala pemerintah Nagari adalah Wali Nagari, di bantu perangkat Nagari
sebagai unsur pembinaan masyarakat Nagari. Menurut Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 itu juga, secara tegas memberikan tugas pada
pemerintan Nagari yaitu melakukan pembinaan masyarakat dalam Nagari
tersebut, dan menetapkan peraturan Nagari, untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang efektif. Nagari adalah bagian dari sistem pemerintahan
terendah di provinsi Sumatera Barat.

Melaksanakan pemerintahan Nagari, Wali Nagari diamanahkan untuk
menjalankan perannya, dengan sejumlah tugas-tugas tertentu. Pelaksanaan tugas
Wali Nagari tersebut tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan pembinaan,
seperti ketenteraman, ketertiban dan keamanan. Tujuan dimaksud hendaklah dapat
dicapai secara efektif. Efektivitas pencapaian itu menurut Gibson ( dalam
Tangkilisan, 2005:664 ), apabila memenuhi lima unsur. Kelima unsur itu adalah:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2) penyusunan program yang tepat, 3)



kejelasan strategi pencapai tujuan, 4) proses analisis dan perumusan, dan 5)
ketersediaan sarana dan prasarana.

Merujuk kepada lima unsur tersebut, dan berdasarkan studi di lapangan,
terungkap bahwa belum di temukan program dan proses analisis dan perumusan
yang telah di susun untuk mencegah berkembangnya penyakit masyarakat. Hal ini
dibuktikan wawancara dengan bapak Yusmardi sebagai ketua KAN Nagari
Simpuruik yang menyatakan

“... Progam untuk mencegah penyakit masyarakat tersebut belum
sempat disusun oleh perangkat nagari dengan ketua LKAAM. Karena
itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk itu, cenderung hanya
bersifat insidentil, yaitu jika muncul masalah-masalah yang
membutuhkan penyelesaian segera, atau ada program dari pemerintah
kabupaten yang harus diterapkan di Nagari, serta dari pihak-pihak luar
yang akan melakukan kegiatan di nagari sipuruik, seperti Kuliah kerja
nyata (KKN), atau pengabdian masyarakat dari Perguran Tinggi
tertentu. Di samping itu proses analisis juga belum bisa di lakukan
secara maksimal dikarenakan, keterbatasan tenaga, dan data, di samping
belum adanya progam yang sudah disusun dan ditetapkan...”

Simpuruik merupakan salah satu Nagari yang terletak di kecamatan Sungai
Tarab kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Berdasarkan data awal yang
penulis dapat di lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat
perhatian untuk diatasi, sebagian anggota masyarakat masih suka berjudi tiap
malam di warung-warung kopi sambil meminum minuman keras. Perjudian yang
sering di lakukan seperti bermain poker dan bermain ceki dengan taruhan uang.
Kadang-kadang ada di antara mereka juga melakukan pemalakan terhadap orang
lain, sebagai modal untuk berjudi.

Perbuatan tersebut membuat masyarakat sekitarnya menjadi resah dan

sangat terganggu. Sebagian di antara pemuda pemudi juga sering kali melakukan



pergaulan bebas dan berzina. Anggota masyarakat juga sudah sering menangkap
basah pemuda yang melakukan zina. Operasi razia penyakit masyarakat oleh
satuan polisi pamong praja kurang terlaksana, karena satuan polisi pamong praja
terfokus melakukan razia masyarakat yang tidak memakai masker di daerah tanah
datar mengingat kondisi pandemi covid-19. (sumber
http://www.portalberitaeditor.com/satpol-pp-tanah-datar-razia-masyarakat-yang-
tak-patuhi-protokol-kesehatan/ di akses pada tanggal 7 September 2020).

Hasil wawancara penulis dengan bapak Emrizal selaku PLT Wali Nagari
Simpuruik yang menyatakan bahwa :

“...Pemerintahan Simpuruik telah melakukan upaya berupa
penyuluhan dan dialog dengan masyarakat Simpuruik. Namun saat
penyuluhan tidak banyak masyarakat yang datang ke acara
penyuluhan”

Untuk memperjelas pernyataan di atas, penulis telah melakukan studi
pendahuluan ke Polsek Sungai Tarab pada tanggal 20 Maret 2020 untuk
mengetahui jumlah kasus berkenaan dengan penyakit masyarakat ini. Hasil studi
pendahuluan tersebut berkenaan dengan kasus-kasus yang ditangani Polsek
Sungai Tarab pada tahun 2019 yaitu : Kasus masyarakat Simpuruik yang

melakukan judi sebanyak 88 kasus, minuman keras 78 kasus, dan pergaulan

bebas sebanyak 19 kasus.
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Bebas
Wali Nagari  bersama lembaga kemasyarakatan nagari yaitu forum
kemitraan polisi masyarakat (FKPM) telah melakukan berbagai upaya guna
pencegahan penyakit masyarakat tersebut. Upaya tersebut berupa penyuluhan dan
melakukan dialog interaktif. Akan tetapi kegiatan penyuluhan tentang dampak
penyakit masyarakat ini dilaksanakan pada hari kerja. Akibatnya orang yang
menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut tidak terlalu banyak, dan hanya dihadiri
oleh orang lanjut usia, sehingga tujuan dari penyuluhan itu tidak tercapai.
Penulis melakukan wawancara dengan ibu Arbaidah S.Pd selaku sekretaris
Wali Nagari Simpuruik yang menyatakan bahwa :
“...Karena belum ada peraturan yang mengatur tentang pembinaan
terhadap masyarakat , sampai saat ini kami selaku pemerintah hanya
berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dan menyelesaikan
masalah apabila terjadi kericuhan di dalam masyarakat. Dampak lainnya
adalah penyakit masyarakat semakin meningkat dan tidak takut untuk
berjudi dan meminum minuman keras...”

Dapat di simpulkan belum adanya peraturan yang tegas dalam melarang

penyakit masyarakat



Penulis melakukan juga wawancara kepada masyarakat di ~ Simpuruik
bapak Herman yang menyatakan;

“...Saya masih banyak melihat masyarakat di sekitar Simpuruik yang
melakukan penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakatnya berupa
perjudian, miras dan prostitusi. Dampak yang saya rasakan, saat malam
hari tidur tidak tenang, dikarenakan takut preman yang berjudi tersebut
merusak di rumah. Saya juga takut kena palak oleh preman- preman
tersebut...”

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008

tentang Nagari dinyatakan bahwa wewenang Wali Nagari adalah sebagai berikut

(1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),
wali  mempunyai wewenang: (@) Memimpin penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama badan
permusyawaratan rakyat. (b) Mengajukan rancangan peraturan (c)
Menetapkan peraturan yang telah dapat persetujuan bersama badan
permusyawaratan rakyat (d) Menyusun dan mengajukan rancangan
peraturan mengenai anggaran pendapatan belanja untuk di bahas dan
di tetapkan bersama badan permusyawaratan rakyat. (¢) Membina
kehidupan masyarakat. (f) Mengkoordinasikan pembangunan secara
partisipatif. (g) Mewakili nya di dalam dan di luar pengadilan untuk
urusan dengan peraturan perundang-undangan. (h) Melaksanakan

wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kemudian berdasarkan peraturan nagari No.1 Tahun 2021 pasal 1 ayat 13
tentang lembaga kemasyarakatan nagari forum kemitraan polisi masyarakat
(FKPM) bahwa FKPM mempunyai tugas sebagai berikut (a) Melakukan
pembinaan kepada masyarakat (b) Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah
pengarahan, penyuluhan dan bimbingan.m (c) Menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan menghormati norma-norma agama adat/ kebiasaan dan kesusilaan
masyarakat nagari. (d) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati
norma-norma agama adat/ kebiasaan dan kesusilaan masyarakat nagari. (e)
Bersikap jujur dalam menjalani tugas. (f) Tidak diskriminatif dan tidak berpihak
dalam menangani perselisihan (g) Mengutamakan kepentingan umum/tugas di
atas kepentingan pribadi (h) Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta
bersikap dan berprilaku yang dapat menjadi contoh teladan masyarakat (i)
Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berprilaku yang
dapat menjadi contoh teladan masyarakat. (j) Mengelola administrasi dan keuagan
forum secara trasparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan aturan dari pasal di atas, ditegaskan bahwa salah satu
wewenang Wali Nagari adalah membina masyarakatnya dan membuat peraturan
Nagari. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan kepribadian masyarakat
secara keseluruhan khususnya dalam hubungan sosial. Secara efektif dilakukan
dengan memperhatikan sasaran yang akan dibina contohnya anggota masyarakat
yang masih berumur muda. Pembinaan dilakukan meliputi pembinaan moral dan
pembentukan sikap dan mental. Pembinaan mental merupakan salah satu cara

untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral dan



berbudi pekerti luhur sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai
langkah penanggulangan terhadap timbulnya penyakit masyarakat.

Fakta yang ditemui berdasarkan studi pendahuluan ternyata wali Nagari
Simpuruik belum dapat secara maksimal upayanya dalam pembinaan masyarakat.
Upaya yang di lakukan berupa penyuluhan dan dialog interaktif. Penyuluhan
dilakukan ketika pada hari kerja, orang yang menghadiri kegiatan tersebut tidak
terlalu banyak, dan dominan dihadiri oleh orang lanjut usia Berdasarkan
fenomena masih banyaknya masyarakat di Simpuruik melakukan kegiatan berupa
penyakit masyarakat, penyakit masyarakat berupa kegiatan judi, meminum
minuman keras dan pergaulan bebas, yang berdampak pada masyarakat banyak
seperti masyarakat menjadi resah, masyarakat terganggu, masyarakat menjadi
khawatir, dan menjadi tidak nyaman.

Berdasarkan fenomena di atas, dan berbagai faktor penyebabnya maka
penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Efektivitas
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Pembinaan
Kehidupan Masyarakat Nagari Melalui Lembaga Kemasyarakatan Nagari di

Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah
yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu :
1.  Masih banyak terjadi kasus-kasus berupa penyakit masyarakat di

wilayah Nagari Simpuruik.



Belum diterbitkannya peraturan Nagari yang menjadi payung hukum
guna mencegah dan mengatasi terjadinya kasus-kasus penyakit
masyarakat.

Masih belum maksimalnya upaya Perangkat Nagari dalam melakukan
pembinaaan terhadap masyarakat.

Masih adanya kendala yang ditemukan perangkat Nagari dalam

melakukan pembinaan terhadap anggota masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka

masalah yang yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada mendeskripsikan

Efektivitas Pelaksanaan kewenangan Wali Nagari dalam pembinaan kehidupan

masyarakat di Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas maka dapat

di kemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1.

Bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Nagari
dalam melakukan pembinaan kehidupan masyarakat nagari melalui
lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Simpuruik Kabupaten
Tanah Datar ?

Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala oleh perangkat

Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari Simpuruik dalam



E.

membina kehidupan masyarakat di Nagari Simpuruik Kabupaten
Tanah Datar?

Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh perangkat Nagari dan
lembaga kemasyarakat nagari dalam melakukan pembinaan terhadap

masyarakat Nagari Simpurik Kabupaten Tanah Datar ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah , identifikasi masalah dan batasan

masalah maka penelitian ini bertujuan untuk

F.

1.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintah
Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat .

Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala
oleh perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari Simpuruik
dalam membina kehidupan masyarakat di Nagari Simpuruik
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh
perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari dalam
melakukan pembinaan terhadap masyarakat Nagari Simpurik

Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Manfaat Penelitian

1.

Secara teoritis
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Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah

khasanah

ilmu pengetahuan dalam pemerintahan, khususnya tentang

pembinaan yang di lakukan perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakan

nagari.

2. Secara Praktis

a.

Bagi pemerintahan di Nagari ~ Simpuruik penelitian ini
bermanfaat untuk mengevaluasi implementasi kewenangan
pemerintahan. Hasill evaluasi dapat dimanfaatkan untuk
progam-progam pembinaan dan pengembangan kenegarian di
masa depan.

Bagi pemerintahan di Nagari Simpuruik hasil penelitian ini
dapat di jadikan rujukan oleh pemerintah daerah guna
mengembangkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam
pembinaan masyarakat di Nagari Simpuruik.

Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan
tentang administrasi pemerintahan pada tingkat yang terkecil
seperti nagari, serta kajian teori tentang kewenenangan dan
implementasi oleh perangkat nagari terhadap masyarakat
nagari tersebut.

Selanjutnya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial Uiversitas

Negeri Padang.
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